
 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

NOMOR  766 /PL.02.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VIII/2020 

TENTANG  

PENETAPAN RUMAH SAKIT YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN 

PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI  

DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI DALAM PEMILIHAN  

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

TAHUN 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota 

dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota 

dan Wakil Walikota; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti 

tentang Penetapan Rumah Sakit yang Ditunjuk Untuk 

Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan 

Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Dalam 

SALINAN

N 
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Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti 

Tahun 2020; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi 

Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4968); 

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan  Gubernur   dan  Wakil  

Gubernur,  Bupati   dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan 
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Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program 

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 159); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Waliko 

Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam 

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Desease 2019 

(Covid-19); 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PL.03.1-

Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar 

Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar 

Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas 

Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota; 

 

Memperhatikan : 1. Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Riau Nomor: 

201/IDI-WIL/A.3/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020 

Perihal Permohonan Kesediaan RSUD Arifin Achmad 

Sebagai Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Untuk 

Pemeriksaan PILKADA Serentak di Provinsi Riau Tahun 

2020; 
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  2. Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Riau Nomor: 

211/IDI-WIL/A.3/8/2020 tanggal 27 Agustus 2020 

Perihal Pemberitahuan Kesediaan RSUD Arifin Achmad 

Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pada PILKADA 

Serentak 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota; 

  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 762/PL.02.2-

Kpt/1410/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 

2020 tentang P elaksanaan Tahapan Pencalonan dalam 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti 

Tahun 2020; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT 

YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN 

KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI DALAM 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN 

MERANTI TAHUN 2020. 

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad 

Provinsi Riau sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan 

Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan 

Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Kepulauan Meranti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kepulauan Meranti Tahun 2020. 

KEDUA : KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melalui koordinasi dengan 

pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Riau, Badan 

Narkotika Nasional Wilayah Riau, dan Himpunan Psikologis 

tingkat daerah membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan yang 

terdiri atas: 

a. Dokter; 

b. Ahli psikologi; dan 

c. Pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang 

berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi 
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Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan 

Psikologi Indonesia. 

KETIGA : Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

Diktum KEDUA melakukan rapat pleno untuk menetapkan 

kesimpulan:  

a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan 

rohani; dan 

b. positif atau negatif menyalahgunakan nakotika, yang 

ditandatangani oleh ketua tim kesehatan. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya 

Keputusan ini, dibebankan pada dana Anggaran Hibah 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 

2020. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Selatpanjang 

pada tanggal  27  Agustus 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 

 

 

               ttd 

 

                ABU HAMID  
 

 

 
 

 
 


